
Policy  Brief #1Policy  Brief #1

Enhancing  Smelter  Development 
and  Work  Safety
in  Indonesia's  Mining  Industry

Pengantar

NDUSTRI pertambangan menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia karena 

Iberkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja. 

Sebagai negara dengan cadangan mineral melimpah, Indonesia telah mengambil 

langkah strategis dengan mewajibkan hilirisasi mineral melalui pengoperasian smelter. 

Smelter sendiri adalah fasilitas industri yang digunakan untuk memproses bijih mineral 

menjadi logam murni atau paduan logam.

Penulis  :  Citra  Banch  Saldy

 Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk 

meningkatkan nilai tambah komoditas 

tambang, tetapi juga memperkuat posisi Indo-

nesia dalam rantai pasok global. Salah satu-

nya, Indonesia berambisi pemain penting da-

lam ekosistem kendaraan listrik dunia. Namun, 

implementasi kebijakan ini meng-hadapi 

tantangan serius, terutama dalam aspek kese-

lamatan dan kesehatan kerja (K3). Ledakan 

smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless 

Steel di Morowali yang menewaskan 21 peker-

ja pada Desember 2023 merupakan gambaran 

tragis dari risiko yang dihadapi sektor ini.
 Trend Asia, organisasi nirlaba yang 

berfokus di bidang energi dan pembangunan 

berkelanjutan di Asia dalam catatannya 

menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 

2015–2023, terdapat 93 insiden kerja di industri 

nikel Indonesia. Kemudian, di tahun 2024 

hingga bulan Juni, terjadi kecelakaan kerja di 

17 perusahaan smelter dengan jumlah korban 

meninggal dunia mencapai 8 orang dan 63 

orang luka-luka. 
 Realitas tersebut mencerminkan perlunya 

perhatian serius terhadap aspek keselamatan 

kerja. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, 

yang mewajibkan pembangunan smelter, 

tekanan untuk mencapai target ekonomi sering 

kali mengesampingkan tanggung jawab ter-

hadap kesejahteraan pekerja. Situasi ini me-

nunjukkan pentingnya pendekatan ekonomi 

politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih 

inklusif dan berkelanjutan.
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Keselamatan  Kerja  : 
Sebuah Perspek�f Ekonomi  Poli�k 

 Pembangunan smelter menjadi salah satu 

strategi pemerintah untuk mendorong hilirisasi 

mineral. Smelter tidak hanya memungkinkan 

perusahaan meningkatkan nilai jual produk 

tambang melalui proses pengolahan, tetapi 

juga menciptakan lapangan kerja baru dan 

menarik investasi domestik maupun asing. 

Secara makro, keberadaan smelter ber-

kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasi-

onal dan mempercepat pembangunan daerah. 

Namun, dari perspektif ekonomi politik, pene-

rapan kebijakan ini kerap berfokus pada op-

timalisasi keuntungan ekonomi dengan 

mengorbankan aspek keselamatan. 
 Masalah keselamatan kerja pada industri 

smelter sendiri tidak dapat dipisahkan dari di-

namika kekuasaan dan hubungan antara 

peme-rintah, perusahaan, dan pekerja. Dari 

sisi Pemerintah, dengan ambisi besar menjadi 

bagian dari rantai pasok global kendaraan lis-

trik, pemerintah lebih berfokus pada pen-

capaian target investasi dan produksi, sehing-

ga keselamatan kerja sering menjadi prioritas 

sekunder. Hal ini tampak dari lemahnya 

penegakan Undang-Undang Ketenagakerjaan 

dan standar keselamatan kerja di lokasi 

smelter. Otonomi daerah yang memberikan 

kewenangan bagi daerah untuk melakukan 

pengawasan industri tidak berjalan maksimal 

akibat ketiadaan sumber daya yang memadai.
 Sementara itu, dari sisi perusahaan, 

karena berfokus pada maksimalisasi laba, ma-

ka perusahaan berupaya menekan biaya 

produksi seminimal mungkin dan melakukan 

berbagai efisiensi. Dalam konteks ini, maka 

acapkali keselamatan kerja pekerja terabaikan 

demi mengejar target produksi. Situasi ini 

diperburuk dengan ketergantungan Indonesia 

terhadap investasi asing yang seolah 

menjadikan perusahaan berada diatas angin. 

Alhasil, posisi tawar pekerja di industri smelter pun 

menjadi rendah. Ketiadaan serikat pekerja yang 

kuat, status kerja kontrak, dan ancaman pemu-

tusan hubungan kerja menjadikan pekerja lebih 

memilih untuk tutup mulut terhadap pelanggaran 

keselamatan kerja. Terbatasnya lapangan peker-

jaan menciptakan ketergantungan ekonomi terha-

dap perusahaan dan pola hubungan yang tidak 
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Rekomendasi Kebijakan 

 Untuk mengatasi masalah ini, diperlu-

kan langkah strategis yang memadukan 

pendekatan ekonomi dan politik dengan me-

ngutamakan keselamatan kerja sebagai pri-

oritas utama. Pemerintah dan industri harus 

bergerak bersama untuk menciptakan kese-

imbangan antara produktivitas ekonomi dan 

kesejahteraan pekerja. Adapun yang menja-

di rekomendasi adalah sebagai berikut : 
 Pertama, Audit Kesehatan dan Kese-

lamatan Kerja (K3) Secara Menyeluruh. 

Hal ini mengisyaratkan agar pemerintah 

melakukan evaluasi atau audit secara ber-

kala dan sistematis terhadap kebijakan, pro-

sedur, dan implementasi kesehatan dan ke-

selamatan kerja di seluruh industri smelter. 

Tujuannya, guna memastikan bahwa per-

usahaan smelter yang beroperasi di Indo-

nesia mematuhi peraturan atau regulasi 

serta standar nasional dan internasional 

terkait K3 tersebut. Selain itu, audit perlu 

dilakukan untuk meningkatkan pemahaman 

dan beradaptasi dengan perkembangan 

situasi dan industri saat ini, mengidentifikasi 

celah atau kekurangan dalam penerapan K3 

dan me-ningkatkan kepercayaan publik.  
 Audit secara keseluruhan tersebut men-

cakup sejumlah komponen yang meliputi 

pertama, protokol atau prosedur K3 perusa-

haan, yakni apakah perusahaan memiliki 

protokol yang jelas terkait pelaksanaan K3. 

Kedua, identifikasi dan penilaian risiko, yaitu 

mengaudit apakah perusahaan secara ber-

kesinambungan melakukan identifikasi dan 

penilaian potensi risiko di tempat kerja. keti-

ga, pelatihan dan sertifikasi kompetensi yai-

tu apakah seluruh pekerja, manajemen, kon-

traktor telah memperoleh pelatihan yang 

memadai untuk memahami serta mitigasi 

risiko K3. Keempat, pengawasan operasio-

nal yakni mencakup evaluasi terhadap kepa-

tuhan dalam penerapan K3. Dan, terakhir 

kelima, manajamen krisis yaitu langkah ce-

pat dan tanggap saat terjadi insiden kecela-

kaan kerja, termasuk proses investigasi 

untuk memahami penyebab utama kecela-

kaan dan mencegah kejadian tersebut 

berulang. 
 Kedua, reformasi kebijakan K3. 

Kebijakan ini perlu dilakukan pemerintah 

untuk menjamin keselamatan pekerja. 

Regulasi yang ada perlu diperkuat untuk 

memastikan standar kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) diterapkan secara 

konsisten di semua fasilitas smelter. Pe-

nguatan regulasi ini harus mencakup pem-

baruan kebijakan yang relevan, harmo-

nisasi aturan antar tingkat pemerintah, serta 

penambahan ketentuan sanksi yang lebih 

tegas untuk memastikan kepatuhan. Pe-

seimbang. Pekerja kerap berada dalam posisi 

rentan dengan akses terbatas terhadap meka-

nisme pengaduan, kompensasi, dan perlindu-

ngan hukum.
 Situasi ini menunjukkan bahwa pemba-

ngunan industri tidak hanya menciptakan man-

faat ekonomi, tetapi juga memperlihatkan eks-

ploitasi tenaga kerja sebagai konsekuensi sis-

temis dari model pembangunan ekstraktif. Ting-

ginya angka kecelakaan kerja berdampak pada 

produktivitas perusahaan. Kerugian ekonomi 

akibat penghentian operasi smelter, tergang-

gunya rantai pasok, kerusakan fasilitas, serta 

pembayaran kompensasi korban akan menjadi 

beban industri. Ketidakmampuan perusahaan 

dalam memitigasi risiko operasional juga dapat 

mengurangi kepercayaan investor dan mem-

perburuk citra Indonesia sebagai negara tujuan 

investasi yang aman dan berkelanjutan. Hal ter-

sebut tentunya berpotensi merugikan iklim in-

vestasi jangka panjang, terutama di sektor per-

tambangan dan industri terkait.
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ngawasan terhadap im-plementasi regulasi 

tersebut perlu dilakukan secara kolaboratif 

antara Kementerian Ketenagakerjaan, 

Kementerian Perindustrian, dan Kemen-

terian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Manakala perusahaan dinilai melanggar, 

maka pemerintah perlu mengambil langkah 

tegas dengan memberikan sanksi baik 

berupa denda besar, penutupan operasi 

sementara, atau pembatalan izin operasi 

bagi pelang-garan berat.
 Ketiga, pemberian instentif bagi 

industri. Guna mendorong perusahaan 

meningkatkan standar keselamatan kerja, 

pemerintah dapat memperkenalkan insentif 

yang mendukung adopsi teknologi smelter 

yang lebih aman. Salah satu bentuk insentif 

adalah pemberian keringanan pajak bagi 

perusahaan yang menginvestasikan sumber 

daya mereka untuk memperbarui teknologi 

dan peralatan guna meminimalisir risiko 

kecelakaan kerja. Selain itu, subsidi khusus 

dapat pula diberikan untuk investasi dalam 

teknologi hijau dan ramah lingkungan, yang 

tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi 

juga mendukung keberlanjutan jangka 

panjang. Langkah-langkah ini bertujuan 

untuk menciptakan ekosistem industri 

smelter yang lebih aman, efisien, dan ber-

tanggung jawab secara sosial, sehingga 

manfaat ekonominya dapat dirasakan tanpa 

mengorbankan nyawa pekerja.
 Keempat, penguatan peran serikat 

buruh. Langkah strategis lainnya yang harus 

dilakukan adalah dengan memperkuat peran 

serikat buruh sebagai aktor politik sehingga 

memiliki kemampuan untuk menekan pe-

rusahaan dalam pemenuhan standar kesela-

matan kerja. Serikat buruh, sebagai rep-

resentasi kolektif pekerja, memiliki kekua-tan 

untuk mendorong pengambilan kebijakan 

yang lebih proaktif, baik melalui dialog de-

ngan manajemen perusahaan maupun 

advokasi kepada pemerintah untuk memper-

kuat regulasi yang melindungi keselamatan 

pekerja. Dengan penguatan kapasitas dan 

peran ini, serikat buruh dapat lebih efektif me-

ngawasi implementasi standar keselama-

tan, menuntut perbaikan kondisi kerja, dan 

memastikan pekerja mendapatkan akses ke 

alat pelindung diri, pelatihan, serta kompen-

sasi yang layak. Selain itu, juga perlu disusun 

mekanisme yang memungkinkan pekerja 

untuk melaporkan pelanggaran keselamatan 

kerja tanpa khawatir dintimidasi oleh peru-

sahaan. 

Penutup

 Keberhasilan hilirisasi mineral melalui 

pembangunan smelter tidak hanya ditentukan 

oleh pencapaian target ekonomi, tetapi juga 

oleh sejauh mana sektor ini dapat menciptakan 

lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dalam 

perspektif ekonomi politik, pembangunan 

industri harus memperhitungkan keseimba-

ngan antara kepentingan modal dan kesejah-

teraan pekerja. Rentetan kecelakaan kerja 

pada industri smelter menjadi pengingat bah-

wa pembangunan ekonomi yang berkelanju-

tan hanya dapat dicapai melalui penghorma-

tan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak 

atas keselamatan kerja. Dengan menerapkan 

rekomendasi di atas, Indonesia dapat memper-

kuat posisi dalam rantai pasok global, sekali-

gus menjamin keberlanjutan sektor pertamba-

ngan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. 

Langkah ini membutuhkan kolaborasi lintas 

sektor serta komitmen bersama untuk menja-

dikan keselamatan kerja sebagai prioritas 

utama dalam setiap aktivitas ekonomi. (***) 
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